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BUPATI BADUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan
Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah
Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

.Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala
Daerah;

Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Semesta Berencana
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten
Badung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Mengwi
Tahun lalu

Bab III.Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mengwi
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mengwi
Bab V. Penutup

Camat Mengwi Kabupaten Badung bertanggung jawab dan
melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“eputusan ini disampaikan kepada:

.. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
-. Repala Perangkat Daerah terkait
i1 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan
dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari
berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan
keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan
dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan

=kuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh
rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah
top-dow)dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut
secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang
diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

1) penyusunan rencana;

2) penetapan rencana,

pengendalian pelaksanaan rencana; dan
1) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun
setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
sntuk periodel (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa
Renja-Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program,

i=n kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

semerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

—asyarakat.
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Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada
awal RKPD Kabupaten Badung tahun 2023. Kepala Satuan Perangkat
Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan Kerja Perangkat Daerah periode
sebelumnya.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan, yang
dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah
digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan
dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk
menjadi pedoman di lingkungan dalam menyusun program dan

kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja
Kecamatan Mengwi dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi
pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi tahun-tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Mengwi.
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Mengwi
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya

Camat Mengwi menetapkan Renja Kecamatan Mengwi untuk menjadi
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pedoman di Kecamatan Mengwi dalam menyusun program dan

kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1.

Substansi Renja Kecamatan Mengwi merupakan perbaikan dari
materi Rancangan Renja Kecamatan Mengwi yang disesuaikan
dengan Perkada RKPD.

Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang
diusulkan.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur
kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target
keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

Renja Kecamatan Mengwi merupakan dokumen resmi program
dan kegiatan yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan
merupakan acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Mengwi
setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

e Pembentukan Tim Penyusun Renja
e Orientasi mengenai Renja
e Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

e Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk
menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis
menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan
relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap

tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

e Pengolahan data dan informasi;
e Analisis gambaran pelayanan;
e Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja Kecamatan Mengwi

tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Mengwi;
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e [su-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Mengwi

e Telaah terhadap rancangan awal RKPD

e Perumusan tujuan dan sasaran;

e Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

e Perumusan kegiatan prioritas;

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu
pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

Pedoman Pedoman

1BSNJ YejuLatma, 1

yeiae( YBIULISWS]

RenstraK/L | === | RepjaK/, |=—————=p| RKAK/L |=————| Rincian APBN
g
E =
% 3
& a
Pedoman RPIM Dijabarkan Pedoman
RKP .
e i | Nasional —— P — RAPBN ——d APBN
i A
1 ]
i i
Diperhatikan : : D Melalui 2
T T
] !
1 1]
. | ©i v Dijabarkan y
22IM fact RPIM e RKPD RAPBD APBD
Peovinsi Kab/Kota R — 3
y g
Pedoman
Renstra Feitmn Renja o RKA Rincian
OPD — OPD — OPD —_— APBN

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran
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1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Kecamatan Mengwi dengan Dokumen

Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Kecamatan Mengwi sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan

penjabaran dari Renstra Kecamatan Mengwi yang merupakan
rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh
dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan
terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan
dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya

keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

T e e e e e e ___ Hubungan Antar
3 Rl Dokumen
\ 271
\ L
] - ;
. s
L] !
Al I
') L
1 F
i/
Diperhatiakan Diacu 1!
'
!
/
Pedoman |
L, RAPBD APBD

RKA DPA
g OPD OPD

—

-------------------

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM
Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023

ni merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1,

_Ul

=~

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan
Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke
Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung 20 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

.3. MAKSUD DAN TUJUAN

.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi
ahun 2023 adalah sebagai berikut :

I e

Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur
Kecamatan Mengwi dalam melaksanakan tugasnya dan
menentukan  prioritas-prioritas di bidang  pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakat sehingga tujuan
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program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun
waktu tahun 2024 dapat tercapai.

» Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang
kegiatan di Kecamatan Mengwi Tahun 2024.

» Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023

» Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Mengwi

1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Mengwi adalah sebagai berikut :

» Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Mengwi dalam
pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan
kemasyarakat.

» Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif
dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

» Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan
tujuan Kecamatan Mengwi.

» Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar

instansi/kantor/upt di Kecamatan Mengwi

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ini terdiri dari

BABI : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun

Lalu Dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Mengwi




*

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi

b
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| BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MENGWI
TAHUN LALU

2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu dan
Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Mengwi

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dalam
melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran tahun 2022. Dengan demikian program dan kegiatan telah
“ilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang
perlu ditingkatkan lagi agar sesuai harapan. Adapun pelaksanaan program
“an kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai

berikut :

.. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Sub. Kegiatan :
» Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
» Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan :
» Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan :
» Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
» Penyediaan Bahan Logistik Kantor
» Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
» Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
» Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub. Kegiatan :
» Penyediaan Jasa Surat Menyurat

» Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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» Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub. Kegiatan :
» Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
» Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

» Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan :
» Peningkatan  Efektifitas  Pelaksanaan  Pelayanan  kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan :
» Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan
Perizinan Non Usaha
» Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non

perizinan

. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a.

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub. Kegiatan :
» Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa

-~ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4a.

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Sub. Kegiatan :

» Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

° PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM

a.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala
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b. Sub. Kegiatan :

» Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Sub. Kegiatan :
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Y ¥V V¥V

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan Pembangunan Desa

Adapun Evaluasi Hasil Renja Kecamatan mengwi Tahun 2022 dapat dilihat
pada Tabel 2.1 berikut :
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi
Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Mengwi

oerusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa
menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi
vang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang
nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam
oentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang
sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Mengwi secara garis besar
Japat dikelompokkan menjadi 3 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama
‘KU) Kecamatan Mengwi yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

2. Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

3. Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan
sasaran yang ingin di diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Mengwi antara lain:
1. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan
berintegritas
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi

Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-
ndikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang
‘='ah ditetapkan. Adapapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh
<ecamatan Mengwi yakni :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
2. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi

3. Persentase Kelompok Kesenian Yang di Bina

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mengwi disusuniah
crogram-program kerja yang nantinya diharapkan dapat menjawab setiap tantangan
Zan permasalahan di Kecamatan Mengwi dengan Program-Program terukur serta
cenetapan sasaran dan strategi yang tepat. Adapun program-program yang tersebut

14 -
.

(1Y)
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Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

S ;b o

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mengwi

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 56
Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung serta Peraturan Bupati
Badung Nomor 63 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelaksanaan lzin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Lingkungan
Pemerintah kabupaten Badung maka Kecamatan Mengwi memiliki tantangan
dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja.
Permasalahan yang dihadapi tersebut dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal seperti.

Permasalahan-permasalahan internal yang terjadi di wilayah
Kecamatan Mengwi di antaranya :

a. Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam pemanfaatan sarana dan
prasarana dalam pelayanan sehingga berdampak kurang maksimalnya
pelayanan kepada msyarakat

b. Masih kurangnya pelatihan untuk SDM terkait dengan pelayanan masyarakat.

Selain permasalahan internal yang dhadapi oleh pemerintah
Kecamatan Mengwi juga menghadapi berbagai permasalahan eksternal yaitu :
a. Bergesernya nilai budaya generasi muda yang diakibatkan oleh masuknya

budaya luar.

b. Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima

c. Adanya tuntutan masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang bersih,
transparan akuntabel dan professional

d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Kecamatan

Mengwi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab
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Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Kecamatan
Mengwi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab
perkembangan dinamika masyarakat dan tantangan untuk mewujudkan
pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui
peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur, pemantapan eksistensi
lembaga serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MENGWI

3.1 Tujuan Renja Kecamatan Mengwi

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang
menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan
RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026, dalam
rangka merealisasikan Visi Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun
kedepan 2021 — 2026 yaitu Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung
Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana, Kecamatan
Mengwi mengampu pada Misi ke 2, 3 dan 4 dari 9 Misi Kabupaten Badung

yaitu:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan
prinsip good governance dan clean government yang berbasis

teknologi informasi dan komunikasi;

2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta
menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia

(HAM);

3. Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang

berorientasi pada pelestarian kearifan local;

Sebagai tindak lanjut dari Misi Kabupaten Badung yang telah ditetapkan,

maka Tujuan Kecamatan Mengwi adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;

2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;

3. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal;

1.2 Sasaran Renja Kecamatan Mengwi

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang
akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan sehingga hatus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur
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dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan

Mengwi adalah :

1. Meningkatknya pelayanan publik menuju pelayanan yang
prima;

2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati perda
dan perkada;

3. Meningkatnya Kkreativitas serta pelestarian seni dan budaya;
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENGWI

Rencana Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Mengwi Tahun

2024

4.1.1. Pencapaian Visi dan Misi

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan

kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Mengwi dalam Renja 2024 ini

adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan

Mengwi Kabupaten Badung 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi

dan misi Bupati Badung.

Pada Renja Tahun 2024 ini terdapat 6 program, 14 Kegiatan dan 33 Sub. kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan Sub. Kegiatan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.

B - B S

a &~ W N - 0

g b W N =

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN.

. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

. Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

. Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel

. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

. Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan lainnya.
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. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Il. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a.

1.

b.

1.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non

perizinan.

lll. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

1.

b.

Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa.
Sub. Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

. Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
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c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a.

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah
Sub. Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau

Kepolisan Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a.

2.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah.

Sub. Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa.
Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan Pembangunan Desa.




ETRTYE'SL 19%ed T avd SET'900°SE 19%8d T imBuapy ay ueye|pasiq ueepuedduag uep uexea) Jueseg ueelpaduad| sol 9oz 10| ¢
FueA ueepuedduay uep ueyeia) Bueseg 1axed yejwng
THEBEETSY 94ed T avd LEBTI0°650'T 19%ed T imdualn 33y | uexeipasig Bued Jojuey ynsidoy ueyeq 1ayed yejwng Jojuey yiisidon ueyeg u vo| 902 10| T
6OV TV LE wyed 1 avd vre9zLee 19ed 1 imBEuapy a2y ueyelpas Iq Jojuey ueundueg| 10| 90z 1ol 1t
3ued Jojuey ueundueg ueduesauad,ysn ueduesauad/MuUIsn isejeisu) uauodwoy ueeipafuay
15 e|ejsu| uauodul oy 19%Ed Yejwng
pIL BB 888 avd 958 I80°L6T'T imauapy I3y yesaeq 1eyBuesag nwpn |sensiujwpy yesaeg 1eydueiag wnwn Sensjupupy 90'¢ 10| T
uejejday eped jun uep uesodeq yejwne
LTRTYE6YT 9T ueng/3ueig p1T avd BLOTOE'6LL VT ue|ng/3ueio 1T imBuapy -2y NSY NSy ueduefuny uep ifen ueeipatuad| 10| 20T o]
ueduefun| uep (feg ewpauapy Jued Buesp yejwny
L18°ZV66PT 9T ue|ng/fueiQ v11 avd BLO'ZEE'6SL'VE uejng/3ueig p11 [mEuapy a3y yesaeq jey Sueiad ueduenay yesaeq 1eyduesag ueduenay Isesiujwpy 207 10l 1«
1seq sjupupy ueieiday eped ueyng/Bueig yejwng
YZORLLS ueiode] T avd Pa6'5ZP'9 uesode] T mBuay 3e)| yesseq jeySuelad eliauly 1sen|ea3 ueiode yejwng yesaeq 1eyduelad eliauny isenjeaa| 2ol 10z 0] ™
7TV T06°Z8T uesode] T avd - uesode] T im3uapy 33y ads eliauy (sesieay adys elsauly 1sesijeay Jesiyy| uep| 90 | 10°Z 10] T
Jesiuy| uep elisuly ueiede) uesode] ueunsnAuag eliauy ueiede) uesode] ueunsniuag uep Iseu|piooy
|seuiplooy |1seyq uelode] uep QdNS Bliauy
ISES|{ESY JBSHuY| uep eliaury uejede) ueiode yejwns
6ER'ESETT uawnyoq ¢ avd ¥E9'086'6 uawnyoq £ imBuapy "33y yeJae(Q 1eyduelad UBBUBIURIR UBLINYOQ Ye|wnf| yesseq 1ejBueiad UREURIUAIAd UBWNYoq ueunsnAuad] To | 102 0] 1t
512'620°20Z 19ed 6 avd 8E9°90v°9T 19%ed 8 m3uay "9y yesaeq 1eydueind Yesaeq 1eySuesag 107 | TO| T
efsaupy 1senjeag uep uesedTueduad’ ueeueluaiag eliaupy 1senjea3 uep ‘ueseddueduad 'ueeuelualad
uejeiday eped uesode uep uawnyog yejwng
065005 607 vE 13)ed E6ST avd S6L'0BETET TV 1ayed E6ST imdua aay ej0) fuatedngey yesseq yelupawad Y10M/NILvdnawy Hvdava To|
uesnin Suefunuad wesSoig eped Jjun uep NYHVLNIHIWIH NVSNEN DNYINNNId WYHD0Ud
1234ed ‘uejngf8u eip ‘uawnyoq ‘uesode] yejuny
BL6'BOE'BES LY avd TS PL8'680°E9 NYLVINYIIN T
8L6°80E°8ES LY - - avd TS LB'6B0'E9 NYHYAVIIMIN HNSNN
{o1) (6) (8) (2) (9} (s} (v (€) (2 (1)
eyipul nded
st i m_..m_.__wu_u.__ BUERSRQLINS ?_“M_“_ ”umL.._uzaax :m_aﬂ.m”_._uw_mhm_ il uejejda 1l Fay fwesd
u ns/fueje 'weidos
fORGUEROREN. | RRdRIAIRL. | o caunne: uejej3ay qns/uelejSay /weidoid efsauy 103 pu| e A0 4 apoy

20T unye) eueduay nfepy ueelpeld

£Z0Z unye] eueduay

ueq yesaeq ueyejupawag uesnin Juepjg/uesnin

SZ0Z NNHVL NIVIAL NYVHDIVHED Nvd
YZOZ NNHYL IMONIW NYLYIAYIIN NVLYIDIN 8NS NYd NVLVIOIN ‘WYHD0Hd YNVINIH NYSNWNY
T'yiaavl

IMONIWN NVLY




SO6'0SL'EET'9

EBD'6TZ'0TL

000°008°96

009'850°ET9

E89°LLODTVT

VIELBTERL'T

0SL LIV oLYy

Shb'0ZLp9T

GOS'SEV'SIV'E

0BE'955'0L6

000°000°00T°T

869'599°v

0T 0LL1e

FOE'PER'ET

Z65°9Z8'0ET'2

0¥0°'991'09

000°00t°65

1Ed p1

mne

Hun s

un g9

Hun 691

uejode] 21

uesode] gg

uejode] 1

uelode] 99

uelodey 1

uswnyogq 1

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

BEI'TLLIZT'S

BLT'TO8'SET

000°02v'0s

ZL6'T99°ERY

0ST'E88'696

B89V00' L2

000°0ET'96E

BPELLT'ZY

LES'ZIE'SBIZ

COEEVITHE

876060 768'T

SPLOTTISL Y

TIVTBETIL'T

0S6°L8TVIPE

9EE'PTE'E99°2T

OF9'98T €L

13)ed b1

uune

Hun s

Hun sg

N 691

uesodey z1

uesodeq gg

ueiode] T

uesodey gp

un st

nins

Hun ost

uun g9¢e

nun v1

ueiode] T

uawnyoq 1

mdua Iay

im3ua ay

im3uapy a9y

Im3uap aay

1mBuapy -ay

im3uap ey

m3uapy ay

1m3ua ey

im3uay “Iay

im3uapy aay

imBuapy “aay

im3uapy “say

im3uay a9y

im3uapy aay

imBuapy ey

1mBuay aay

1M3usy 39y

Hlqnd
ueuehejad uep ueyejupawag ueesedduajahuag
wedo.d eped uawnyoq uep uesode] yejwnr

Iseyigeyang/eteyadiqg
dueh eAuuiey ueundueg uep sojuey Aunpag yejwny

eleyijadig Sued eAuuie) uisajy uep uejejelag yejwng

eAuueUZIag
uep yeled ueyiedeqiq uep eleyijadiq Suek
ueduede neje [euoisesadg seug UEBBIEDUIY YBjwng

yesaeq
ue yejupawag uesnin Suefunuad yesaeq yipw
Sueleg ueesey)jawag uejejday eped jun yejwn

UBYEIP3S I
Sued sjojuey
wnwn ueuehejaq eser ueeipakuag uesode] yejwng

uexe|pasig 3ued y11sn uep aiy eheq Jaguing
‘Iseyjjunwoy esef uee|paduag uesode] yejunr,

1einAusiy Jeins esep ueejpatuag uesode yejwnr

4 eJaEQ UBYEIULAWAY uesnin Suelunuag
eser ueejpaiuag ueyeiday eped uesodey yejwnp

ueyeipasig
Sueh eAuuie] ueundueg neje Jojuey Bunpag

SumiNDUSA BUBIESEIA UEP BUBIES 1IUM URIUNT
ueyeipasig Jued
eAuuie] ueundueq neje Jojuey Bunpag yun yejunr

UEBIpSSI()
Bued efuule) uisap uep uejejelag yun yepwing

ueyelpasig dueh [agapy 1axed yejwny
ueelpasiqq Bued ueduede
neje |euiseladp seul ueesepuay Jun Yejwnp

Yetaeq yejuliawag uesnan Juefunuad yesseq
AN Buesg ueepeSuag ueieSay EPE 3Un yejwnr

QdXNs Iseynsuoy uep
1seu|piooy jedey uees eFduajahuay uesode yejwny

ueyeipasig Suek ueSuepun -Suepuniag UBINIEl3g
UBIMEIAY UBP UBEIPG UBLRG USLUNYOQ

AN8Nd NYNVYAYI3d
NYA NVHYINIHIWI NYVEYOONTTIANID IWVEDOYd

eAuue] ueundueg

uep Jojuey Bunpacg sey|igeyay /ueeley aiwad

eAuuie] uisapy uep uelejeIad UBBIELIEWaY

ueduedeq
NEje |euciseladp Seulq UBEIEPUSY UBUZIIaY UBp “yeleg
‘ueeseyijaway eheig ‘Ueeseliawag eser uee|pakuag

YeiaeQ Ueyejupawag
uesnun Suefunuag yesaeq yiiw Sueleg UEBIEYI|aWAY

Jojuey winwin ueuehe|aq eser ueelpaduag

A43s1] uep iy eAeq Jaquung ‘jsexiunwioy
BSEf UBBIpaAURY

1einAuapy 1eing eser uee|pafuag

yelseq
UByejupawag uesnin Suefunuag eser uee|pakuag

iojuey

8unpag Bunynpuad euesesely Uep euetes ueepeduag
eAulie] ueunBueg neje Jojuey Aunpag ueepeuay
eAuuie] uisay uep uejejesad ueepeduag

|2gay ueepeduad

ueyeipasiq Jued ueSuede)
neje |euoiseladp Seuiq ueelepuay ueepeduag

uesnin 3uefunuad yesaeq yipw Sueseg ueepeduag

QdiS Iseynsuoy uep 1seurpiooy iedey ueesedduajahuag

ueduepun
-Buepuniag ueinielag uep ueeaeq ueyeq ueepaduag

yeiaeq yejupaWwa |

60

50

<0

4]

10

114

60

90

S0

[41]

60

S0

602

60°'C

80¢

80T

e

L0z

L0z

e

e

Lz

90T

90T

0

10

1o

10

T0

10

10

1o

10

10

10

10

10

10

10

T0

10

T

T




C59°0pe'0Iye

BE6TES'E09'E

000°005°S

BEI'ZLEBTL'9

9Z5'TP9'v1I9

000°005°S

LOBCTY VY

CEE'PIS V99

TL6'9EV'6689

LEEEOV'TLT9

TET'LL9E

T9v°0BO'SZT9

rrb'0L98

vt 0L9'8

sSeuLg/sewsod §

Huns

upjeyeleAseway
e8equal s

19)Ed OE

uesode]

uaWnNyod T

efequal Oz

19)ed OE

19%ed 19

uesode] z1

uawnjoq T

uelode €T

uesodet

uesode] ¢

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

OvL'960°TIS'S

LOO0'S9T'IBT9

008°ESY'6S

LYS'STLTSLTE

STVOSE'TETT

E9E'BLE'E9

CZEQ'LDO'LE

OVB 9EE'B6TC

LBLTTRESO'PT

70Z'695'81T'S

Z0T'695°BIT’S

9EV’EOZ'B

SEV'EOT'8

SEWIQ/SEWNO §

uwns

uejeseledseway
edequial g

13Med OE

uelode] g

uawnjoq T

edequia 0z

1a4ed 0E

123ed 19

uesode] 71

uawnyog T

uesodey g1

uesode

uesode] ¢

adualy a3y

m3uay a9y

imBuaiy 23y

imBuapy a9y

imSuapy 29y

mBuapy ey

mBuajy 29y

imBuaiy 33y

imBua 2y

m3uap 9y

mBua “aay

mBuay a2y

imBuay -aay

mduay a3y

ueyesn|ay 1p 1exeledseyy ueeAeplaguad
ueyeuesyejaiy 3ueh sewag uep seuod yejpuny

undueqia)

SueA ueyein|ay BUBIESEL] UED BUBIES YB|WNf
ueyeinjay ip

ueunduequiad UBBUEIURIAY Yelemehsniy wruog
wejep jeyesehseyy 1sedisiued  eAuieydujuap

ueyeinjay ueehepiaquiag

ueiejfay eped sewug/sewnjod uep yun yejung|

uejeweday Yedeji Ip 1exeledse|y ueehepiaguiad
ueje(3ay sl uereyduuagd veiode yepung

uejeweIay el1ay YeAe|im Ip BISEMS UBP LEIULaWaY
yaj0o ueymye|ig Sues 1eseleisely ueehepiaguiad
ueieiday uep eliay weidoid SeSIUOIUIS UBjLNf

esaq |p ueunduequisgd UBBUEIUBIRY
Yesemehsnpy wniog we|ep isedisiuediag
Buey, ueleyesedseway eBequia yepuns

esaq ueeAepiaquiad uejeiday 1seuipiooy
uejejday eped ueieyeleAseway edequia yejwng

ueyeinjay uep esag 1ejeledsely
ueeAepiaquiagd weidouiqd eped sewup/sewnod uep

Hun ‘uedode 1 ]

{ I qEjny

ueyeuawWag uesnin
eped Ueujziiad UON URBUBSHR|ad UeiodeT] yejunf
uEyEUESHE|IQ

Bued eyesn) UeuiZiag UON UBWNYOQ Ye|wnf

1ewe) epeday ueyedunjig
SueA ueyeluLBWD UBSNIM UBBUESYE|3d
uele) 3ay eped uesode] uep uawnyog Yejung

uejewleday yehe|ip Ip 1eyeieAsely epeday ueuehejad
ueeuesyE|a4 SeIyR)a ueleyBuluag uesode yepwng

uejeWweIaY
1p epy 3uey yeiaeq 1eydueiag efiay yun Y310
urjeURsYo||a YepLL Fues usyeupBIIBg BRI

ueyesn|ay I1p 1eyeseAsely ueeAepiaguiagd

UBLEIN[3Y BUBIESEl4 UEP BURLES UBUNBUEqUa4

ueyeIn|ay 1p ueunSuequIay UBBURIUBIA Yesemedsnyy
wnio4 wejep jeyeiedse isedisived uejejduuag

ueyeinjay ueeheplagquiag uejejday

ueieweday yeAe|im Ip 1ejeIBAsEly
ueeAepiaquiag ueieiSa)y sy uele y8uuag

ueBWEaY el1ay yeAe|im Ip BISEMS LB YejuUSWaY
3|0 ueymie)ig Suey 1exeleAseiy ueeAepiaguiagd
ueieiFay uep eliay weidold [sesiUoBUIS

53 1p ueu NBUBQLUZ4 UBBURIUSISY YBIEMBASO
wnio{ wejep 1eyeiehsepy isedisilied uejeyduiuag

esa(] ueeAepiaquiagd uejeiday |seujpiooy

NYHYEMIEIN Nva
V530 LYAVHVYASYIW NVVAVOHIAENId WYHD0Nd

ueuzuaduop ueBuap

e yial Bued ueyeuSalUad UBST[ UERL BSYE|3d
BUES[) UON UBUlZIad UeueAe|ad

ueBuap jeyal Jued uBYEIULIGWSY UBSNIN UBBUEBSYE|d

1ewe) epeday
uejyedunpig Jued ueyeluuawag UBSNIN UBBUESYE|a4

uBlELLIEIAY UBAR|IM 1D 1BRIBASELY
epeday ueueAe|ad UBBUES)E|a4 SEIINRIT uRleyduuag

uejewelay ip epe Jued yesaeq 1eyIueieg
yepn Sued ueyemupawad uesnin uesieBRuaahuag

€0

Za

[11]

£0

z0

to

]

10

€0

0z

we

we

e

10z

[d1)r4

wz

€0

€0

€0

€0

3]

2]

€0

€0

[41]

[i]

(44}

z0

(4]

T’

T

T

T

T




ELE'TOT V0T

ELETOT POT

9US'9EE'ZY

£99'99T°t0T

EBT'E0S°95T

EBT'E05'9ST

9S6'STO'SE

956'ST0'SE

9S6°STO'SE

000005

000°005°S

uawnyjoq gy

uawnyjoqg gt

uawnyog 1

8ues0 051

9%ed 1St

1ayed 1ST

uesode 71

uesode] zT

uvesodey zT

uesoden T

uesodel T

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

avd

9SS TESTET

9SS°ZESTET

005°€TS90T

180°929°€ZS

T8S'6ET0E9

T8S'6ET0E9

Y8 LTT 0S8

YBIL1Z°058

YRT'LIZ'0S8

00’6946

00P°69L°6

uawmjoq 9y

uawnyoq g9t

uswmiog T

Bueipn osT

1ajed IST

194ed 15T

uejode] 71

uerode] 21

uesode] 71

uelode] T

uelode] [

imBuagy “aay

imduay a9y

m3uajy Iy

mduapy oy

mBuapy ey

m3uapy Iay

1m3uapy a9y

imBuay aay

mIualy Iay

m3uay aay

imduay 39y

Bsag ueyejudwad uesemeduag
Uep ueBUIqLUA4 | SEUIPIOOY UBP |SEPUIWIONaY
‘Isey 1jise4 ueje|@ay eped uswnyjoq yejwnf

BS3(] ueyejulaway uesemeduag
uep ueeuiquad wesdold eped uawnyoq yejwng

UBlEWEIDY Ip
ueuidulg [seup1o0y Wniog sedn) uawnyoq yejunf

esdueg uenjesay uep
ueniesiag ueeuiquiad nnyiduay Jued Sueig yejwng

Y eJaeq ejeday ueseS3nuag ien sas nwn
ueyejuuailuag vesnin ueelse33uajohuag ueieiday
eped 3ue.g yejwnr

WINWM UBYBIULAWA UesnIf
ueesefiuajaiuag wesdosy eped Bueip yejwnr

B|sauopu| yijignday eieBan ueisijoday
neje/uep

ueBuepun -Buepuniad ueinjelag ueyeSauag
Auepig ip eAuisBung uep sesin) Suek yelaeg

1ejduelad ueduap 13auis /iseuipiooy uesodey yejwng

yeiaeq ejeday ueiniesag
uep yelaeq ueinielag ueyedauag uep uedesauag
seujpiooy uejeiday eped uesode) yejwng

WiNWn Ueqiaay uep uewesualay
Iseujpiooy weidold eped uesode] yejwnr

1ejeleAsely jwouoy3
eyesn uesueq waduag jseyisey uesode] yejwnr

ueyeinjay uep esaq jeyeiehsepy
ueedepiaquiad wesdoud eped SEULQ/SEWNOg uep
Hun ‘vesodey ‘ueleyesedsewny edequia yepung

£53(] ueyRupAWay uesemeduag uep
UBRUIGWa ISEUIPIOO) UBP ISEPUILLONBY ‘ISEH|I5E4

V530 NYHYINIMIWAd
NYSYMVYSON3d Nva NYYNIBW3d WvED0ud

UEJELLEIEY
Ip ueuidwig |SEUIPIOGY WNJ04 sEANL UBBURSYE[ad

esdueqg UBNIESaY UBP UENJESIad URRUIGLUA

Yesaeq ejeday uesednuag
IBENS3S Wnwn ueyejuualwag uesnin ueesedfuajphuayg

WNWN NYHYLINIYIW3d
NVSNHEN NYVHVYOONITIANId WYHDOUd

Bisauopu|

Allq nday eiedan uesijoday nele/uep ueduepun
-Auepuniag

ueiniesaq uexedauad Juepig ip eAuisiung uep sefin)
dueh yesaeq jexduelad ueduag 1diaus (seuipiooy

Yesaeq ejeday ueimesad uep yesaegq
ueinieiagd ueyedauag uep uedesauag |seu)piooy

WNANN NYEILHILIN
NVQO NVINVELINT 13X ISYNIQHOON WVYHDOHd

IeyeleAsely IWOUOYT ey esn ueBuequiaduay iseqlised

UBjEWEIDY
1e43u)) ueleyeleAseway eSequay ueeAepiaquag

80

£0

10

e

e

e

10z

e

awez

E0'Z

S0

S0

S0

S0

€0

£0




valentnd

662 €9V TT

0Z6'S8Y ¥T

LT O

uawnyoq £

uswnyog ST

avad

avd

avd

(NG OBE W

0ZT'ZoE’¢T

9ES°6v6°0C

ETTR TSR

uawnjog §

uawnyoq sT

|1mBuBpy ey

imBuapy 29y

mBuapy -aay

esa) urunfiuequuag ueuap yeaoeg ueunfueguag
UBPLIPIUG A 1SES|UCIYUIS UIWNYOQ Yejwnf

esaq eleda)y ueyliwad ueeuesye|ad
exSuey wejep sey|ise) uawnyoq yejwunf

BS3(] UBLEIULIDWIA
BlE] |SENIS|UILIPY
exFuey ween iseyse o fueh uawinyoo yepang

esaq) veunfuequiag ueduap

yesaeq
UeUNBUBqIBJUEBUEIUDIA ISESILOINUIS [SEN|ISES

esaq ejeday Uey||iwag UBBUBSYE|d ISBY|ISES

esaQ UBUBULIBWS B ISEANSIUILPY ISeqjisey

90

70

10¢

oz

10T

90




30

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)
Kecamatan Mengwi pada tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang
menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2024,

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila di dukung

oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan

prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan
partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat
Derjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang
gan berkesinambungan.

Diharapakan sekali Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)
lecamatan Mengwi tahun 2024 dapat dijadikan pedoman dan perumusan
encana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2024.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantisa memberikan
erlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha  kita

=nuju perbaikan.

‘NYOMAN SUHARTANA, SSTP..MM
//NIR.IT9T806061996121001

TBADUNG,

OMAN GIRI PRASTA




PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KECAMATAN MENGWI

JALAN I GUSTI NGURAH RAI NO. 112 MENGWI TELP (0361)
812945

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 191/051/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu
membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten
Badung Tahun 2024,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan
Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
AN NlAasmaas- A1 Marmihhalias T ambhasas WVMamasa Dassaakla1-



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah
Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Provinsi Bali {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menter1i Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun
2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 20);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2021-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala
Daerah;
168 Davatiirnn Divwmati Dodwse Ao  i——S




17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

ESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun
2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

UA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU yaitu :

a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja), pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan
perubahannya,;

b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi;

c. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perungdang-
undangarn

IGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

[PAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura

a.n. ADUNG
;,f;;e AT GWI
&

o. ME c:“,-; |

OMANSUHARTANA, SSTP..M.M
<“PEMBINATK 1 / IV/b
NIP. 19780606 199612 1 001

susan ini disampaikan kepada:

ipati Badung sebagai laporan

tua DPRD Kabupaten Badung.

pala Perangkat Daerah terkait

| Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 191/051/ HK / 2022
TANGGAL
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN  BADUNG
TAHUN 2024

_SUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN

=RANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN
24

Ketua : Camat Mengwi Kabupaten Badung.

Wakil Ketua . Sekretaris pada Kantor Camat Mengwi
Kabupaten Badung.

Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan Kecamatan Mengwi pada Kantor
Camat Mengwi Kabupaten Badung.

Bendahara . Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat
Mengwi Kabupaten Badung.

Anggota : 1. Para Kepala Seksi pada Kantor Camat
Mengwi Kabupaten Badung
2. Para Kepala Sub Bagian pada Kantor
Camat Mengwi Kabupaten Badung

Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Mengwi
pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten
Badung.

Pl et

MAN SUHARTANA, SSTP., M.M

EMBINATK. 1 / 1V/b)
ngv‘égw] 606 199612 1 001




